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PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 

REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 20 TAHUN 2013 

TENTANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER 

DAYA MINERAL NOMOR 07 TAHUN 2012 TENTANG PENINGKATAN 
NILAI TAMBAH MINERAL MELALUI KEGIATAN PENGOLAHAN DAN 

PEMURNIAN MINERAL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum 
dalam pelaksanaan pengendalian penjualan mineral 
ke luar  negeri serta untuk melaksanakan Putusan 
Mahkamah Agung Nomor 10 P/HUM/12 tanggal 12 
September 2012, perlu dilakukan perubahan kembali 
pengaturan atas  peningkatan nilai tambah mineral 
melalui kegiatan  pengolahan dan pemurnian 
mineral; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 
Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 
2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral 
Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang 
Perdagangan Barang Dalam Pengawasan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2469); 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4661); 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang 
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3687); 

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4959); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral 
dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5282); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan 
Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5142); 

7. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal   
18 Oktober 2011; 
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8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pengutamaan 
Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara Dalam 
Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 546); 

9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
552); 

10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai 
Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan 
Pemurnian Mineral (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 165) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya 
Mineral Nomor 11 Tahun 2012 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 534); 

11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29/M-DAG/ 
PER/5/2012 tanggal 7 Mei 2012 tentang Ketentuan 
Ekspor Produk Pertambangan sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan 
Nomor 52/M-DAG/PER/8/2012 tanggal 14 Agustus 
2012; 

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor 
yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
531); 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA 

MINERAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA 
MINERAL NOMOR 07 TAHUN 2012 TENTANG 
PENINGKATAN NILAI TAMBAH MINERAL MELALUI 
KEGIATAN PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN MINERAL. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya 
Mineral Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral 
Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 165) sebagaimana telah diubah 
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